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KEDUDUKAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 
 
Oleh: 
Ria Anggraeni Utami 
 
Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah 
juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana 
nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. 
Padahal Bank sebagai industri keuangan sering menjadi tempat 
transaksi keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk 
melakukan transaksi keuangan berupa pencucian uang. Adapun 
permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah 
pengaturan dan ruang lingkup mengenai rahasia bank di 
Indonesia? Dan Bagaimanakah kedudukan rahasia bank terhadap 
penyelesaian tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 
Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. 
Penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri 
dari peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia. 
Adapun hasil penelitian adalah bahwa bank harus memgang 
teguh rahasia bank. Walaupun demikian pemberian data dan 
informasi kepada pihak lain dimungkinkan. Indonesia menganut 
teori nisbi (relatif) mengenai rahasia bank, jadi dimungkinkan bank 
membuka rahasia nasbahnya untuk kepentingan negara. Pasal 33 
ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam 
perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum 
atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia 
Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah 
dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 




Dalam dunia modern 
sekarang ini, hampir setiap 
orang yang telah cukup 
umur berhubungan 
dengan Bank, entah 
sekedar menyimpan uang, 
ataupun mengirim uang 
melalui transfer, meminjam 
uang dan sebagainya. 
Lembaga perbankan 
merupakan salah satu 
lembaga yang mempunyai 
peran yang sangat strategi 
dalam pembangunan 
Indonesia. 
Keberadaan bank sangat 
krusial bagi perekonomian 
suatu negara, karena itu 





asset bank dalam bentuk 
kepercayaan masyarakat 
sangat penting dijaga 
guna meningkatkan 
efisiensi penggunaan bank 
dan efisiensi intermediasi 
serta untuk mencegah 
terjadinya bank runs and 
panic.1
Bank sebagai suatu 
lembaga yang hidupnya 
tergantung dari dana 
masyarakat yang disimpan 
pada bank. Agar nasabah 
bersedia menyimpan 
dananya kepada bank 
yang bersangkutan, 
nasabah harus memiliki 
kepercayaan bahwa bank 
tersebut, mau dan 
membayar kembali dana 
yang disimpan pada bank 
pada waktu dana itu 
ditagih oleh nasabah 
penyimpan dana. Bank 
sebagai suatu lembaga 




dana nasabahnya dari 
pihak-pihak yang dapat 
merugikan nasabah. Dan 
sebaliknya masyarakat 
yang mempercayakan 
dananya untuk dikelola 




                                                          
1  Zulkarnain Sitompul, Problematika 
Perbankan, (Bandung: Books Terrace, 
2005), hlm. 1.  
mena yang dilakukan oleh 
bank yang dapat 
merugikan nasabahnya. 
Hal demikian membawa 
konsekuensi kepada bank, 
yaitu bank memikul 
kewajiban untuk menjaga 
kerahasiaan tersebut, 
sebagai timbal balik dari 
kepercayaan yang 
diberikan masyarakat 
kepada bank selaku 
lembaga keuangan atau 
sumber dana masyarakat. 
Sebagai suatu badan 







nasabah yang berkenaan 
dengan “keadaan 
keuangan nasabah” yang 
lazim dinamakan dengan 
“Kerahasiaan Bank”. 




pada kepercayaan para 
nasabahnya, yang 
mempercayakan dana 
dan jasa-jasa lain, yang 
dilakukan nasabah melalui 
bank. Salah satu faktor 
untuk memelihara 
kepercayaan masyarakat 
terhadap suatu bank, 
adalah kepatuhan bank 
terhadap kewajiban 
rahasia bank. Hancurnya 







ditandai dengan adanya 
rush atau bank run dimana 
masyarakat beramai-ramai 
menarik dana 
simpanannya dari bank 
yang belum dilikuidasi 
terutama dari bank-bank 
swasta nasional.2 Bank 
adalah bagian dari sistem 
keuangan dan sistim 
pembayaran suatu negara. 
Kepentingan masyarakat 
untuk menjaga eksistensi 
bank sangat penting, 
karena ambruknya bank 
dapat mengakibatkan 
domino effect, yaitu 
menular kepada bank-
bank lain, yang akan 
mengganggu fungsi sistim 
keuangan dan sistem 
pembayaran negara yang 
bersangkutan.3
Lembaga perbankan 
merupakan sarana praktik 





                                                          
2  Zulkarnain Sitompul, Pelindungan 
Nasabah Bank, Suatu Gagasan 
Tentang Pendirian Lembaga Penjamin 
Simpanan di Indonesia. (Jakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 





rahasia-bank/  diakses pada 12 
Desember 2011. 
untuk mengubah bentuk 
fisik uang, memindahkan 
serta menyembunyikan 
asal usul suatu dana.  






kotor hasil tindak pidana ke 
bank-bank yang ada 
sehingga perbankan 
seringkali dijadikan sarana 
utama bagi mata rantai 
nasional dan internasional 
dalam proses pencucian 
uang (money laundering). 
Lembaga perbankan 
mempunyai peranan 
penting dalam mencegah 
atau mendeteksi arus uang 
kotor yang mencoba 
masuk ke dalam sistem 
keuangan. Melalui 
lembaga perbankan inilah 
para pelaku pertama kali 
melakukan penempatan 
hasil kejakatannya. Oleh 





money laundering dengan 
menyampaikan laporan ke 
Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK). Tindakan 
pelaporan dan pemberian 
informasi yang dilakukan 
oleh bank sebagai bukti 
pelaksanaan kewajiban 







pencucian uang (money 
laundering).   
Bank sebagai industri 
keuangan telah menjadi 
tradisi tempat transaksi 
keuangan dapat 
dimanfaatkan oleh semua 
pihak untuk melakukan 
transaksi keuangan berupa 
pencucian uang. Bank 
sebagai industri keuangan 
banyak menawarkan jasa 
dan instrumen dalam lalu 
lintas keuangan yang 
dapat menyembunyikan 
atau menyamarkan asal 
usul suatu dana. Tindakan 
bank ini menurut N.H.T. 
Siahaan “... merupakan 
sarana yang paling efektif 
dan canggih untuk 
memudahkan Money 
Laundering”4
                                                          
4 
. Sehingga 
perlu diketahui mengenai 
pengaturan dan ruang 
lingkup mengenai rahasia 
bank di Indonesia serta 
kedudukan rahasia bank 
terhadap penyelesaian 
tindak pidana pencucian 
uang di Indonesia. 
http://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/t
indak-pidana-pencucian-uang-di.html 
diakses pada 12 Desember 2011. 
Adapun permasalahan 
yang akan dibahas 
adalah: 
1. Bagaimanakah 
pengaturan dan ruang 
lingkup mengenai 










B. METODE PENELITIAN 
1. Metode Pendekatan 




normatif, yaitu dengan 
mengkaji/menganalisis 
data sekunder yang 
berupa bahan-bahan 
hukum terutama bahan 
hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dengan   
memahami hukum sebagai 
seperangkat peraturan 
atau norma-norma positif di 
dalam sistem perundang-
undangan yang mengatur 
mengenai kehidupan 
manusia. Spesifikasi dalam 
penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif analitis 
yang merupakan penelitian 
untuk menggambarkan 
dan menganalisa masalah 
yang ada dan termasuk 





dalam jenis penelitian 
kepustakaan (library 
research) yang  akan 
disajikan secara deskriptif. 
2.   Sumber Data  
Penelitian ini 
bertumpu pada sumber 
data sekunder yang terdiri 
dari peraturan 
perundangan hukum 
pidana positif di Indonesia 
yaitu KUHP, peraturan 
perundangan di luar KUHP 
yang berkaitan dengan 
permasalahan, serta 
berbagai hasil pemikiran 
para ahli hukum yang erat 
kaitannya dengan 
penelitian. Keseluruhan 
bahan pemikiran tersebut 
sudah dituangkan dalam 
suatu terbitan baik yang 
berupa buku-buku ilmiah, 
majalah, kertas kerja dan 
tulisan ilmiah yang didapat 
baik melalui media cetak 
atau elektronik.  





penelitian ini, maka tekhnik 
pengumpulan data yang 
digunakan adalah  studi 
kepustakaan dan 
dokumen. Data yang 
dikumpulkan adalah data 
sekunder yang diperoleh 
dari bahan-bahan tertulis 
yang terdiri dari bahan-
bahan hukum primer dan 
sekunder serta digunakan 
juga dokumen-dokumen 
pendukung  yang 
dikelompokkan sesuai  
dengan kepentingannya  
4.   Metode Analisa Data 
Data dianalisis 
secara normatif-kualitatif 
dengan jalan menafsirkan  
dan mengkonstruksikan 
pernyataan yang terdapat 
dalam  dokumen dan 
perundang-undangan. 
Normatif karena penelitian 
ini bertitik tolak dari 
peraturan-peraturan yang 
ada sebagai norma hukum  
positif, sedangkan kualitatif 
berarti analisis data yang 




C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. PENGATURAN DAN 
RUANG LINGKUP 
MENGENAI RAHASIA 
BANK DI INDONESIA 
Dalam Pasal 1 
Undang-Undang Nomor  10 
Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan 
menyebutkan : 
“Perbankan adalah 









kegiatan usaha, serta 
cara dan proses 
dalam 
melaksanakan 
kegiatan usahanya”.  
 
Bank itu sendiri 
dalam Pasal 1 ayat (2) 
mempunyai definisi: “Bank 
adalah badan usaha 
yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat 
banyak”. 
Bank sebagai suatu 




dana nasabahnya dari 
pihak-pihak yang dapat 
merugikan nasabah 
tersebut. Begitu juga, 
masyarakat yang 
mempercayakan 
dananya untuk disimpan, 
dikelola oleh bank juga 
harus dilindungi dari 
tindakan yang semena-
mena yang dilakukan oleh 
bank yang dapat 
merugikan nasabah 
tersebut. Hal ini 
merupakan konsekuensi 
dari bank, yaitu bank 
memikul kewajiban 
menjaga kerahasiaan 
tersebut, sebagai timbal 
balik dari masyarakat 
kepada bank selaku 
lembaga keuangan, hal ini 
dinamakan dengan 
Rahasia Bank. Kerahasiaan 
bank penting karena bank 
memerlukan kepercayaan 
dari masyarakat yang 
menyimpan uangnya di 
bank.  
Hubungan antara 
bank dan nasabah 
ternyata tidak seperti 
hubungan kontraktual 
biasa, tetapi dalam 
hubungan tersebut 
terdapat pula kewajiban 
bagi bank untuk tidak 
membuka rahasia dari 
nasabahnya kepada pihak 
lain manaupun kecuali jika 
ditentukan lain oleh 
perundang-undangan 
yang berlaku, karena itu 
dapat dikatakan bahwa 
seperti hubungan antara 
lawyer dan klien, atau 
dokter dengan pasiennya.5
Bank menurut 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998, adalah Badan 
usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya ke 
 
                                                          
5 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 Buku Kesatu. 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 
hlm. 9. 





masyarakat dalam bentuk 
kredit atau bentuk-bentuk 
lainnya.  Pada dasarnya, 
bank menjalankan prinsip 
kerahasiaan yang 
diberikan oleh nasabahnya 
untuk menjaga 
kerahasiaan rekening 
nasabahnya atau yang 
disebut rahasia bank. Untuk 
menjamin kerahasiaan 




Adapun yang dimaksud 
dengan rahasia bank 
adalah: 
• Menurut Pasal 36 
Undang-Undang Pokok 
Perbankan Nomor 14 
Tahun 1967 
Rahasia Bank adalah 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan 
keuangan dan lain-lain 




• Menurut Pasal 1 Angka 
16 Undang-Undang 
Pokok Perbankan 
Nomor 7 Tahun 1992 
Rahasia Bank adalah 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan 
keuangan dan hal-hal 
lain dari nasabah bank 
yang menurut kelaziman 
dunia perbankan wajib 
dirahasiakan. 
• Menurut Pasal 1 Angka 
28 Undang-Undang 
Pokok Perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998 
Rahasia bank adalah 






Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 yang 
merupakan perubahan 
dari Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 maka 
secara otomatis Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 
1992 ini tidak berlaku lagi, 
dimana Undang-Undang 




tentang rahasia bank, 
yaitu: 
Pasal 40 
















Pasal 41, Pasal 
41A, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 
44, dan Pasal 
44A. 
(2)  Ketentuan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
ayat (1) berlaku 
pula bagi Pihak 
terafiliasi. 
Pasal 41 


























(2).  Perintah tertulis 
sebagaimana 
yang dimaksud 









Pasal 41 A 














































(3)  Permintaan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 


















































(3)  Permintaan 
sebagaimana 
dimaksud dalam 





























Pasal 41, Pasal 41A, 
dan Pasal 42. 
Pasal 43 
Dalam perkara 















(1)  Atas 
permintaan, 
persetujuan 























dunia, ahli waris 














Pihak yang merasa 
dirugikan oleh 
keterangan yang 
diberikan oleh bank 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 41, Pasal 42, 
Pasal 43, dan Pasal 





















rahasia bank, semula 
bertujuan untuk melindungi 
kepentingan nasabah 
secara individual.6
• Anggota Dewan 
Komisaris Bank 
 
Menurut pasal 47 
ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998, yang 
berkewajiban memegang 
teguh rahasia bank 
adalah: 
• Anggota Direksi 
Bank 
• Pegawai Bank 
• Pihak terafiliasi 
lainnya dari Bank 
Menurut penjelasan 
Pasal 47 ayat (2) yang 
dimaksudkan “pegawai 
bank” adalah “semua 
pejabat dan karyawan 
bank”. Lingkup sasaran 
tindak pidana rahasia bank 
menurut pasal tersebut 
terlalu luas, karena berarti 
rahasia bank berlaku bagi 
siapa saja yang menjadi 
pegawai bank, sekalipun 
pegawai bank tersebut 
tidak mempunyai akses 
atau tak mempunyai 





                                                          
6 Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank: 
Berbagai Masalah Disekitarnya, 
(Jurnal Hukum Bisnis Vol. 8, 1999), 
hlm. 8. 
pengemudi, pegawai di 
unit yang mengurusi 
kendaraan dan masih 
banyak lagi. 
Pasal 1 ayat (28) 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998, berbunyi 
sebagai berikut: 
Rahasia Bank adalah 






Dari rumusan Pasal 
40 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998, secara 
eksplisit disebutkan bahwa 
lingkup rahasia bank 
adalah bukan saja 
menyangkut simpanan 
nasabah, tetapi juga 
(identitas) nasabah 
penyimpan yang memiliki 
simpanan tersebut. Bahkan 
dalam rumusan Pasal 40, 
“Nasabah Penyimpan” 






















• Kewajiban pihak 














dibuka oleh bank 
berdasarkan Undang-
Undang (sistem relatif). 
2.  KEDUDUKAN RAHASIA BANK 
TERHADAP PENYELESAIAN 
TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG  
Di dunia perbankan 
dikenal adanya rahasia 
bank. Tinjauan teori 
tentang rahasia bank 
tersebut ada dua 
pendapat, yaitu: 
1. Teori Mutlak 
(Absolute Theory) 



















2. Teori Relatif 
(Relative Theory) 









yang tercatat di 
bank wajib 
dirahasiakan. 























Jadi terdapat 2 teori 
rahasia bank yaitu:7
















1.   TEORI ABSOLUT 
(MUTLAK) 










2.   TEORI RELATIF 
(NISBI) 
• Bahwa bank 
diperbolehkan 
                                                          






































Undang Nomor 10 Tahun 
1998 ada diatur tentang 
kejahatan terhadap 
perbankan. Ketentuan ini 
diatur dalam Bab VIII 
Ketentuan Pidana dan 





Sanksi Administrasi, yaitu 
Pasal 46 sampai Pasal 53. 
Untuk perbuatan pidana 
perbankan diatur dalam 
Pasal 46 sampai Pasal 51. 
Sedangkan khusus untuk 
perbuatan pidana 
terhadap rahasia bank 
diatur dalam Pasal 47 ayat 
(1) dan ayat (2). 
Secara eksplisit ada 
dua jenis tindak pidana 
yang ditentukan oleh Pasal 
47 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1998 yang 
berkaitan dengan rahasia 
bank. Yang pertama ialah 
tindak pidana yang 
dilakukan oleh mereka 
yang tanpa membawa 
perintah atau izin dari 
Pimpinan Bank Indonesia 
dengan sengaja memaksa 
bank atau pihak yang 
terafiliasi untuk memberikan 
keterangan yang harus 
dirahasiakan oleh bank. Hal 
itu ditentukan oleh Pasal 47 
ayat (1). Sedangkan tindak 
pidana yang kedua ialah 
tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota 
Dewan Komisaris, Direksi, 
Pegawai Bank atau pihak 
terafiliasi lainnya yang 
dengan sengaja 
memberikan keterangan 
yang wajib dirahasiakan 
oleh bank. Tindak pidana 
ini ditentukan dalam Pasal 
47 ayat (2).8









Pasal 41, Pasal 
41A dan Pasal 42, 
dengan sengaja 











(dua) tahun dan 








Untuk jelasnya dapat 
kita lihat bunyi lengkap 
Pasal 47 ayat (1) dan ayat 
(2) Undang- Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 
tersebut sebagai berikut: 
Pasal 47 
                                                          
8 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 14. 









(dua ratus milyar 
rupiah). 















(dua) tahun dan 
paling lama 
















rahasia bank hal ini dapat 
dilakukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998. 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 memberikan 
pengecualian dalam 7 


































atas izin Pimpinan 
Bank Indonesia 
(Pasal 41A) 












jaksa atau hakim 
atas izin Pimpinan 
Bank Indonesia 
(Pasal 42) 











5. Dalam rangka 
tukar menukar 
informasi di antara 
bank kepada 




















44A ayat (1)) 
7. Atas permintaan 
ahli waris yang 




(Pasal 44A ayat 
(2)) 
Selain  pengecualian 
terhadap rahasia bank 
sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 10 




terdapat di dalam Undang-




pengecualian itu harus 
ditentukan dengan 
undang-undang pula. Yaitu 
antara lain: 
1. Undang-Undang 









Nomor 15 Tahun 
2003 tentang 
Penetapan Perpu 












Nomor 31 Tahun 
1999 yang telah 
diubah menjadi 
Undang-Undang 


















nampak bahwa dalam 
tindak pidana pencucian 
uang (money laundering) 
merupakan salah satu 
pengecualian dimana 
rahasia bank mengenai 
keuangan nasabah yang 
bersangkutan boleh dibuka 
(diungkapkan) kepada 
pejabat yang berwenang.  
Salah satu faktor 
penghalang bagi penegak 
hukum untuk dapat 
berhasil mengungkapkan 
tindak pidana pencucian 
uang adalah ketentuan 
rahasia bank yang terlalu 
ketat di negara yang 
bersangkutan. Jadi, dalam 
rangka pencegahan dan 
pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, 
Indonesia telah memiliki 
Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
yang kemudian 
diperbaharui Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 
2003 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Selain itu 
juga diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan Dan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang. 
Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 









menitipkan, membawa ke 
luar negeri, menukarkan, 
atau perbuatan lainnya 
atas Harta Kekayaan yang 





diketahuinya atau patut 
diduga merupakan hasil 
tindak pidana dengan 
maksud untuk 
menyembunyikan, atau 
menyamarkan asal usul 
Harta Kekayaan sehingga 
seolah-olah menjadi Harta 
Kekayaan yang sah. 
Pencucian uang secara 
umum dapat diartikan 
sebagai suatu proses 
menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul 
hasil kejahatan. Sedangkan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang menurut Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan Dan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang adalah: 
Pasal 3: 








membawa ke luar 
negeri, mengubah 
bentuk, menukarkan 
dengan mata uang 
atau surat berharga 
atau perbuatan lain 


















paling lama 20 (dua 







Setiap Orang yang 
menyembunyikan 
atau menyamarkan 


















penjara paling lama 
20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling 







(lima miliar rupiah). 
Pasal 5 

















Pasal 2 ayat (1) 
dipidana dengan 
pidana penjara 
paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda 
paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
 
Mengenai tindak 
pidana pencucian uang 
(money laundering) ini saat 
ini sudah sangat kompleks, 
hal ini disebabkan karena 
terintegrasinya sistem 
perdagangan dunia 
sebagai hasil dari pesatnya 
kemajuan di bidang 
teknologi-informasi di sektor 
keuangan sekarang ini, 
maka pengguna jasa 
dapat melakukan transaksi 
dengan mudah dan cepat 
hingga melampuai batas-
batas yuridiksi suatu 
negara. Kemudahan dan 
kecepatan dalam 
melakukan transaksi 
keuangan ini sering 
dimanfaatkan oleh para 




kekayaan mereka di dalam 
bisnis yang legal melalui 
international banking 
system yang semakin sulit 
dideteksi dan dilacak oleh 
penegak hukum. 
Kegiatan pencucian 
uang dan kejahatan 
perbankan dapat berjalan 
secara bersamaan dan 




operandi. Kerja sama bank 
dengan kegiatan 
pencucian yang paling 
tidak sebagai berikut : 




yang diwajibkan ; 





3.   Manajemen bank 
kurang cermat 







4.   Pihak bank dapat 
berlindung dibelakang 
ketentuan rahasia bank. 
Pencucian uang 
terjadi lebih didasarkan 
oleh kelemahan 




Pencucian uang pada 
suatu bank akan semakin 
terbuka apabila rahasia 
bank itu diberlakukan 
secara ketat/mutlak.9
Pencucian uang 
adalah suatu proses atau 
perbuatan yang bertujuan 
untuk menyembunyikan 
atau menyamarkan asal-
usul uang atau harta 
kekayaan yang diperoleh 
dari hasil tindak pidana 
yang kemudian diubah 
menjadi harta kekayaan 
yang seolah-olah berasal 
dari kegiatan yang sah. 
Sesuai dengan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002, tindak pidana 
yang menjadi pemicu 





                                                          
9http://ruhullaw.blogspot.com/2011/01/tinda
k-pidana-pencucian-uang-di.html 






a gelap, penculikan, 
terorisme, pencurian, 
penggelapan, dan 
penipuan. Tindak pidana 
Pencucian Uang dilakukan 
melalui kegiatan 
perbankan dapat terjadi 
melalui tiga tahapan 






uang tunai yang 
berasal dari tindak 




dari uang kas baik 
dengan 
penyeludupan 
uang tunai dari 
suatu negara ke 
negara lain, 
menggabungkan 
antara uang tunai 





dari hasil kegiatan 
 
                                                          
10 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti 
Pencucian Uang, (Jakarta: Books 
Terrace & Library, 2007), hlm. 6. 













bank, cek atau 




dalam mata uang 
lainnya atau 
























































tunai yang dicuci 





yang resmi tanpa 
ada hubungan 




Pada tahap ini 
uang haram yang 
telah diputihkan 















Ketiga kegiatan tahapan 
tersebut di atas dapat 
terjadi secara terpisah atau 
simultan, namun umumnya 
dilakukan secara tumpang 
tindih. 
Lembaga perbankan 
mempunyai peranan yang 
penting untuk mencegah 
atau mendeteksi arus uang 
kotor yang mencoba 
masuk ke dalam sistem 
keuangan suatu negara. Di 
Indonesia, peran lembaga 
perbankan menyangkut 
hal tersebut tunduk dan 
diatur pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 
2003 dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002. 
Dalam Undang-Undang 
tersebut, bank wajib 
berperan aktif 
menyampaikan laporan 
kepada PPATK. Yaitu wajib 
menyampaikan laporan 
kepada PPATK untuk hal-
hal sebagai berikut: 
a.  Transaksi 
keuangan 
mencurigakan; 






(lima ratus juta 




dalam satu kali 
transaksi maupun 
beberapa 
transaksi dalam 1 
(satu) hari kerja 
sesuai dengan 
ketentuan Pasal 
13 ayat (1) jo. 
Pasal 1 angka 4 
Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 
2002, Bab 3 huruf 
C angka 3 






Menurut Pasal 33 
ayat (1) Undang-Undang 








umum, atau hakim 
berwenang untuk 
meminta keterangan 
dari Penyedia Jasa 
Keuangan mengenai 






setiap orang yang 
telah dilaporkan oleh 
PPATK, tersangka, 
atau terdakwa” 
Pasal ini memberikan suatu 
mekanisme pembukaan 
rahasia bank (lifting bank 
secrecy) bagi aparat 
penegak hukum. 
Pembukaan rahasia bank 
tersebut sangat diperlukan 
untuk memperoleh segala 
keterangan mengenai 
transaksi atau harta 
kekayaan yang tersimpan 
atas diri tersangka atau 
terdakwa dalam sistem 
perbankan. 
Menurut Pasal 33 
ayat (1) Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang, untuk kepentingan 
pemeriksaan dalam 
perkara tindak pidana 
pencucian uang, penyidik, 
penuntut umum atau 
hakim berwenang untuk 
meminta keterangan dari 
Penyedia Jasa Keuangan 
mengenai Harta Kekayaan 
setiap orang yang telah 
dilaporkan oleh Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan 
(PPATK), tersangka, atau 
terdakwa. Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang tersebut 
menentukan bahwa dalam 
meminta keterangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terhadap 
penyidik, penuntut umum 
atau hakim tidak berlaku 
ketentuan Undang-Undang 
yang mengatur tentang 
rahasia bank dan 
kerahasiaan transaksi 
keuangan lainnya. Yang 
dimaksud dengan 
Penyedia Jasa Keuangan 
di dalam Pasal 33 ayat (1) 
tersebut adalah Penyedia 
Jasa Keuangan 
sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 1 angka 5 
Undang-Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
yaitu: 
Setiap orang yang 
menyediakan jasa di 
bidang keuangan 
atau jasa lainnya 
yang terkait dengan 
keuangan termasuk 












asing, dana pensiun, 
perusahaan asuransi, 
dan kantor pos. 
Sedangkan yang 
dimaksud dengan Harta 
Kekayaan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 33 
ayat (1) tersebut adalah 
Harta Kekayaan 






pada Pasal 1 angka 4 
Undang-Undang Tindak 





bergerak, baik yang 
berwujud maupun 
yang tidak berwujud. 
Dengan demikian 
ketentuan Pasal 33 ayat (1) 
Undang-Undang Tindak 






rahasia bank yang telah 






Undang Tindak Pidana 




Pasal 33 ayat (3) dan ayat 
(4) dari Undang-Undang 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang tersebut memberikan 
rambu-rambu bagi 
penyidik, penuntut umum 
atau hakim dalam 
mengajukan permintaan 
keterangan kepada 
penyedia jasa keuangan. 
Ditentukan oleh Pasal 







1. Nama dan 
jabatan penyidik, penuntut 
umum, atau hakim; 
2.  Identitas setiap 




3.  Tindak pidana 
yang disangkakan atau 
didakwakan; dan 
4.  Tempat Harta 
Kekayaan berada. 
Sementara itu Pasal 





dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) harus 
ditandatangani oleh: 












Tinggi dalam hal 













Dari ketentuan Pasal 
33 Undang-Undang Tindak 




ketentuan rahasia bank 
dalam rangka 
pemberantasan dan 
penindakan tindak pidana 
pencucian uang hanya 
dapat diberikan apabila 
pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang telah 
memasuki tahap 
penyidikan. Artinya, 
nasabah penyimpan harus 
telah menjadi tersangka. 
Apabila masih dalam 
tahap penyelidikan, 
sehingga karena itu 
nasabah penyimpan 




simpanannya tidak boleh 
diungkapkan oleh bank. 
Menurut ketentuan 
perbankan, rahasia bank 
tidaklah berlaku secara 
mutlak. Tidak mutlaknya 
keberlakuan rahasia bank 
ini untuk memberantas 
tindak pidana yang 
mempunyai hubungan 
keuangan dan 
perekonomian negara  
dengan perbankan. Seperti 
tindak pidana korupsi dan 
juga pencucian uang. 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tidak 
menetapkan secara 
terbatas pengecualian 
rahasia bank. Rahasia bank 
tidak berlaku atau 
dikecualikan  terhadap 
perkara pidana, perkara 
perdata antara bank 
dengan nasabahnya, 
untuk kepentingan 
perpajakan dan dalam 
tukar menukar informasi 
antar bank. Ketentuan 
rahasia bank ini oleh 
undang-undang hanya 
terbatas kepada nasabah 
penyimpan bukan 
nasabah debitur. Menurut 
Pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 




simpanannya, kecuali yang 
dimaksud dalam Pasal 41 
A, Pasal 42 Pasal 43, Pasal 
44 dan Pasal 44 A. 
Selain berkewajiban 
berperan aktif di dalam 
kegiatan pelaporan, bank 
juga diwajibkan membantu 
penyidik, penuntut umum 
atau hakim di dalam 
melaksanakan tugas 
penegakan hukum untuk 






dalam perkara tindak 
pidana pencucian uang 
(money laundering). 
Adapun bantuan yang 
wajib diberikan oleh bank 
adalah memberikan 
informasi yang diminta oleh 
penyidik, penuntut umum, 
oleh hakim mengenai harta 
kekayaan setiap orang 
yang diminta oleh PPATK, 
tersangka atau terdakwa. 
Untuk meminta bank 
membuka rahasia bank 
sehubungan dengan 
adanya dugaan praktik 
money laundering, penyidik 
melakukannya harus 
berdasarkan laporan yang 
diberikan dahulu oleh 
PPATK kepadanya, 
penyidik juga tidak harus 
memperoleh izin terlebih 
dahulu dari pipmpinan 
Bank Indonesia untuk 
dapat meminta bank 
membuka rahasia bank 
dalam hal adanya dugaan 
praktik money laundering, 
dengan catatan hal ini 
dapat dilakukan apabila 
nasabah tersebut telah 
dijadikan sebagai 
tersangka money 
laundering. Hal ini diatur di 
dalam Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992. 
Pasal 33 ayat (3) dan 
ayat (4) Udang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 
mengatur tentang : 


























d.  Tempat Harta 
Kekayaan 
berada. 










a.  Kepala 
Kepolisian 





























Berdasarkan Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 ditetapkan 
bahwa pemberian 
informasi hanya boleh 
dipenuhi jika permintaan 
tersebut diajukan secara 
tertulis. Dalam surat 
permintaan tersebut harus 
pula disebutkan secara 
jelas nama dan jabatan 
penyidik penuntut umum 
atau hakim, identitas setiap 
orang yang dilaporkan 
oleh PPATK, tersangka atau 
terdakwa serta tindak 
pidana yang 
dipersangkakan atau 
didakwakan dan tempat 
harta kekayaan berada 
kemudian harus 
ditandatangi pejabat yang 




informasi adalah Kepala 
Kepolisian Republik 
Indonesia atau Kepala 
Kepolisian Daerah dalam 
hal permintaan diajukan 
oleh Penyidik. Jika 
permintaan diajukan oleh 




ditandatangani oleh Jaksa 
Agung Republik Indonesia, 
atau Kepala Kejaksaan 
Tinggi. Sementara itu, 
apabila pengungkapan 
informasi rahasia bank 
telah sampai pada tahap 
persidangan di 
pengadilan, Hakim Ketua 







penyidik, penuntut umum 
atau hakim yang 
memperoleh dokumen 
dan/atau keterangan yang 
merupakan rahasia bank 
tersebut kecuali untuk 
memenuhi kewajiban yang 
diberikan oleh Undang-
Undang kepada mereka. 





Hal ini sesuai dengan Pasal 
10A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 




umum, hakim, dan 













Undang ini.  







terhadap hak privasi 
seseorang masih diberikan. 
Mengenai rahasia 
bank ini seringkali dijadikan 
‘tameng’ bagi para pelaku 
tindak pidana pencucian 
uang (money laundering). 
Oleh karena itu, peran aktif 
bank sangat diperlukan 
guna membantu suksesnya 
pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang 
ini. Karena pengaturan 
mengenai rahasia bank 
tersebut diperlukan untuk 
menghormati hak privasi 
nasabah bank. Meskipun 
demikian, kepentingan 
umum, kepentingan 
negara harus tetap 
diprioritaskan. 




rangka penegakan hukum 
tindak pidana pencucian 
uang, antara lain 
menyangkut:11
                                                          
11 Direktorat Hukum dan Regulasi 
PPATK,Risalah Rapat Koordinasi 
Penegakan Hukum TPPU, Jakarta, 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), 2006, hlm. 2-98. 
 
1. Pembukaan rahasia 




2.  Penyitaan dana yang 
diduga berasal dari 
tindak pidana; 
3.  Pemeriksanaan atau 
penyelidikan; 
4.  Perlindungan saksi, ahli 
dan pelapor (whistle 
blower); 
5.  Tukar-menukar informasi 
antara pihak terkait; 
6.  Mengenai alat bukti, 
dan pembuktian di 
persidangan; 
7.  Proses hukum 
pemberian sanksi 
administratif; 





8.  Pemberkasan perkara 
dan tata cara 
pembuatan dakwaan; 
Pembukaan rahasia 
bank menjadi elemen 
penting dalam proses 
penyidikan dan 
pembuktian dalam rangka 
pemeriksaan perkara 
pencucian uang. 
Pembukaan rahasia bank 
telah memberi kemudahan 
atau manfaat bagi usaha 
pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. 
Manfaat dari pengaturan 
terhadap pembukaan 
rahasia bank dalam 
perkara pencucian uang 
secara garis besar adalah 
mempermudah pelacakan 
aliran dana dan melakukan 
pengembangan kasus, 
membantu penyidik untuk 
mengungkap perbuatan 
tersangka, dan keterangan 
atas rekening terdakwa 
dapat digunakan oleh 
jaksa penuntut umum 
sebagai alat bukti dalam 
persidangan.  Apalagi 
dengan adanya UU No. 8 
Tahun 2010, maka aturan 
mengenai Pengecualian 
rahasia bank dan kode etik 




a. Di Indonesia, 
mengenai rahasia 
bank ini diatur dalam 
Undang-Undang 




Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. 
Menurut Undang-
Undang Nomor 10 
Tahun 1998 yaitu 
Pasal 1 angka 28, 
Rahasia bank adalah 

















40, Pasal 41, Pasal 
41A, Pasal 42, Pasal 
43, dan Pasal 44, 
Pasal 42, Pasal 42A, 
Pasal 43, Pasal 44A, 
Pasal 45.  Jadi, ruang 
lingkup Rahasia 
















2. Kewajiban pihak 









b. Indonesia menganut 









Nomor 10 Tahun 1998 










yang terdapat di 
dalam Undang-







Hal ini nampak 
ditegaskan dalam 


















setiap orang yang 
telah dilaporkan oleh 







Setiap bank wajib 
menerapkan prinsip 





Nasabah (Know Your 
Customer Prinsiple). 
Sehingga bank lebih 
mengenai nasabah 
yang ada di bank 
tersebut, selain itu juga 





bank harus aktif 
melaporkan apabila 
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